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BAB III 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap konsekuensi perubahan 

delik terhadap perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka :  

1. Faktor yang mendorong diubahnya delik biasa menjadi delik 

aduan adalah kehendak negara untuk melindungi pencipta atau 

pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat 

dalam pergaulan internasioanl dalam bidang Hak Kekayaan 

Intelektual. Adanya kehendak untuk memudahkan aparat 

penegak hukum dalam proses penegakan hukum, juga menjadi 

salah satu faktor pendorong perubahan delik. 

2. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah 

perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. 

Perubahan tersebut justru memberikan kepastian kepada 

pencipta atau pemegang hak cipta atas tuntasnya penyelesian 

pelanggaran hak cipta yang diadukan. Delik aduan 

menyebabkan Pencipta atau pemegang hak cipta semakin 

diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau 

pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis 

merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :  
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1. Kelemahan yang terdapat dalam delik aduan dapat diatas, 

apabila pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai tujuan 

yang sama dengan aparat penegak hukum, yaitu 

meminimalisir pelanggaran hak cipta. Untuk itu harus terjalin 

kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan 

pencipta atau pemegang hak cipta. 

2. Aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aduan dari 

pencipta atau pemegang hak cipta diharapkan mengutamakan 

kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta dan bertindak 

sesuai dengan aturan hukum yang ada. 

3. Adanya pelanggaran hak cipta memang tidak selalu 

merugikan hak pencipta atau pemegang hak cipta, namun ada 

baiknya bila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui 

adanya pelanggaran untuk mengadukan kepada aparat 

penegak hukum. Hal ini disebabkan karena pelanggaran hak 

cipta merupakan tindakan melanggar hukum. 
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